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Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 441 K/TUN/TF/2024 

PUTUSAN 
Nomor 441 K/TUN/TF/2024 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH AGUNG 

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus 

sebagai berikut dalam perkara: 

PT UMRALAKSANA UTAMA, tempat kedudukan di Jalan 

Cempaka Putih Barat II B Nomor 1.B, Kelurahan Cempaka 

Putih, Kecamatan  Cempaka   Putih,   Jakarta   Pusat,   DKI   

Jakarta, yang diwakili oleh Bisto, S.Kom., jabatan Direktur; 

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad 

Andzar Amar, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat 

pada Amar Marzuki & Partners Law Office, beralamat di 

Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 

2024; 

Pemohon Kasasi; 

Lawan 

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, 

KEMENTERIAN ENERGI DAN  SUMBER DAYA  

MINERAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di 

Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10 Tebet, Jakarta 

Selatan; 

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Sujito, S.H., 

M.H., jabatan Koordinator Hukum Direktorat Jenderal Mineral 

dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat 

Kuasa Khusus Nomor 66.KS/HK.06/DJB/2023, tanggal 30 

Maret 2023; 

Termohon Kasasi; 

Mahkamah Agung tersebut; 

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari putusan ini; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 441 K/TUN/TF/2024 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, 

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk 

memberikan putusan sebagai berikut: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat  untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administrasi 

Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha 

Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Umralaksana Utama, 

sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi 

dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Luwu Timur Nomor 

540/11/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 13 Oktober 2011, tentang 

Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi 

Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT 

Umralaksana Utama ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang 

Memenuhi Ketentuan; 

3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi 

Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan 

Operasi Produksi atas nama PT Umralaksana Utama, sebagaimana 

Surat  Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan 

Lingkungan Hidup, Kabupaten Luwu  Timur Nomor 

540/11/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang 

Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi 

Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT 

Umralaksana Utama Ke Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang 

Memenuhi Ketentuan; 

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul 

dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan 

eksepsi  sebagai berikut: 

1. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consortium); 

2. Eksepsi tentang gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap 

(obscuur libel): Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 441 K/TUN/TF/2024 

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan 

Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 

113/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 3 Juli 2023, kemudian di tingkat banding 

putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Jakarta dengan Putusan Nomor 311/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 19 

Januari 2024; 

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan 

kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Januari 2024, kemudian 

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan  

pada tanggal 2 Februari 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori 

Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan 

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 16 Februari 

2024; 

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, 

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam 

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal 

dapat diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada 

tanggal 16 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: 

Mengadili: 

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya; 

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 

Nomor 311/B/TF/2023/PT.TUN.JKT tanggal 19 Januari 2024 untuk 

seluruhnya; 

Mengadili Sendiri 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya; 

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 

113/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 3 Juli 2023; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 441 K/TUN/TF/2024 

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada ketiga 

tingkat pengadilan yang untuk tingkat kasasi ditetapkan sejumlah 

ketentuan yang berlaku; 

Atau: 

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim yang 

memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan 

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon 

Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi; 

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut 

Mahkamah Agung berpendapat: 

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, 

putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah 

benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 

- Bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa, 

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, 

serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah. Selanjutnya dalam Pasal 404 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

disebutkan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, 

serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan 

antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota 

yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 

(dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan, maka 

dilakukan rekonsiliasi atas perizinan usaha pertambangan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah 

Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat; 

- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berdasarkan ketentuan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 441 K/TUN/TF/2024 

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang 

mengatur bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan mineral 

dan batubara sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah 

Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) 

dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan 

batubara di Republik Indonesia; 

- Bahwa faktanya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat berupa 

Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Nomor 

540/11/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang 

Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi 

Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT 

Umralaksana Utama, oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tidak 

pernah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

dan Tergugat (in casu Pemerintah Pusat) dalam rapat rekonsiliasi 

hingga kegiatan rekonsiliasi selesai pada tahun 2018; 

- Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 

hingga saat ini Gubernur Sulawesi Selatan belum menyerahkan 

dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewajiban dan 

kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169C huruf c 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dan kerugian yang dialami 

oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Luwu Timur dan Gubernur 

Sulawesi Selatan sedang menjalankan kewenangannya, maka 

seharusnya Bupati Luwu Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan 

didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo. Dengan 

demikian  gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium). 

Oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon 

Kasasi tidak beralasan dan haruslah ditolak;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 

putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam 

perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, 

karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 441 K/TUN/TF/2024 

yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam 

tingkat kasasi; 

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usahah Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-

undangan lain yang terkait; 

MENGADILI: 

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT UMRALAKSANA 

UTAMA; 

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat 

kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., 

M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan 

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan 

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., 

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-

Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., 

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak. 

 

 Anggota Majelis: Ketua Majelis, 

 

                   ttd.                                                                        ttd.ttd. ttd. 

 

 

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. Prof.Dr. H. Yulius, S.H., M.H. 
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Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 441 K/TUN/TF/2024 

  ttd.  

Anggota Majelis: 

 

           ttd. 

 

 

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. 

 

  Panitera Pengganti, 

       

                                                                                              ttd. . 

 

 

          Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H. 

 

Biaya-biaya: 

1. Meterai Rp 10.000,00 
2. Redaksi Rp 10.000,00 
3. Administrasi kasasi Rp 480.000,00 

Jumlah Rp 500.000,00 

 

Untuk salinan 
Mahkamah Agung RI 
atas nama Panitera 

Panitera Muda Tata Usaha Negara, 
 
 
 
 
 
 

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum. 
                                    NIP  19610514 198612 1 001 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7


